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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUKABUMI

Nomor :                                         .
TENTANG

TIM PENERAPAN

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

PADA DINAS PPPA KABUPATEN SUKABUMI

KEPALA DINAS PPPA,

	Menimbang
	:
	a. bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan strategis, rencana kinerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, dan pelaporan kinerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Sukabumi;
b. bahwa pembentukan Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi.

	Mengingat


	:


	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950)  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan   Kabupaten   Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor  14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang  -    Undang     Nomor     15   Tahun   2004    tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Idonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana  Pembangunan (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4817);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang  Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun. 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13  Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten  Sukabumi  Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 20 Tahun 2013   tentang    Sistem    Perencanaan   dan   Penganggaran Pembangunan Partisipatif Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2013 Nomor 20);
20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 4).
21. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Strategis Dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 33);
22. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 64 Tahun 2017, tentang Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah / Laporan Kinerja  Perangkat Ddaerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi;


	MEMUTUSKAN :

	Menetapkan
	:
	KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUKABUMI.

	KESATU
	:
	Membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Sukabumi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

	KEDUA
	:
	Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, meliputi :

a. Melakukan koordinasi yang diperlukan di setiap tahapan pelaksanaan SAKIP di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Sukabumi,   meliputi  :   Perencanaan   Strategis,   Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja;
b. Mengumpulkan dan menganalisa data yang diperlukan dalam pelaksanaan SAKIP;
c. Menyusun dokumen-dokumen terkait pelaksanaan SAKIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
d. Merumuskan dan menyusun aturan ataupun petunjuk pelaksanaan SAKIP untuk menjamin kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan SAKIP;
e. Melaksanakan penilaian/pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan
f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.

	KETIGA
	:
	Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Sukabumi.

	KEEMPAT
	:
	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di
: Sukabumi

Pada tanggal
:        September 2018

	
	Kepala,

Drs. NASIHUDDIN  MM

Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19601107 198603 1 008


LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN Perlindungan Anak KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR
:          

SUSUNAN TIM PENERAPAN

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUKABUMI
	Penanggungjawab

Ketua

Sekretaris
	:

:
:
	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Sukabumi

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Sukabumi.
Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.


	Anggota
	:
	1. Kepala Bidang Kesetaraan Gender, Informasi, Kerjasama dan Partisipasi Masyarakat (KG& IKPM) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Sukabumi;
2. Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan dan Pemberdayaan Hak Perempuan (PKHPPHP) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Sukabumi;

3. Kepala Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi;

4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepagwaian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi;

5. Kepala Seksi Kesetaraan Gender pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi;

6. Kepala Seksi Informasi, Kerjasama dan Partisipasi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi;

7. Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi;

8. Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Hak Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi;

9. Kepala Seksi Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi;

10. Kepala Seksi Tumbuh Kembang Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi;

11. Unsur Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi.


	
	Kepala,

Drs. NASIHUDDIN  MM

Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19601107 198603 1 008


PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI





Jalan Siliwangi Nomor 65 Telepon : (0266) 227440


Fax : (0266) 227440 Email : � HYPERLINK "mailto:DP3AKABSI@gmail.com" �DP3AKABSI@gmail.com� Sukabumi – 43113
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